
  

 

 

 

BUPATI LUMAJANG  

PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 
NOMOR 10 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PENANAMAN MODAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LUMAJANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 

 

b.  bahwa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian dan 
daya saing daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah 
dan mengoptimalkan sumber pendapatan serta menggerakan 

kegiatan perekonomian dengan mendorong peningkatan 
penanaman modal di Kabupaten Lumajang; 

 
c. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor 

penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan 

daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan 
kapasitas dan kemampuan teknologi daerah serta mendorong 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur Penanaman 
Modal dengan Peraturan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724) 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292); 

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman 

Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6330); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6628); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6633); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6634); 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 
20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 

Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1956); 

23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan 
Perizinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 273); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 
dan 

BUPATI LUMAJANG 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lumajang. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Lumajang. 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu dalam hal ini adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Lumajang.  

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 

modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun 
Penanam Modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah 
Negara Republik Indonesia. 

8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat 
PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 
oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan 
modal dalam negeri. 

9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA 
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di 

wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing 
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam 

Modal dalam negeri. 
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 

melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam 

Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing. 
11. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat 

RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal 
Kabupaten Lumajang yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas 
yang menyelenggarakan fungsi penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu mengacu pada Rencana Umum 
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman 

Modal Pemerintah Pusat dengan prioritas pengembangan 
potensi di Kabupaten Lumajang. 

12. Kerjasama penanaman modal adalah fasilitasi Pemerintah 

Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha 
Mikro Kecil Menengah dan Koperasi tingkat daerah dengan 
pengusaha tingkat pusat/provinsi. 

13. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat PMPTSP adalah kegiatan 

penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang 
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan 

dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen 

yang dilakukan dalam satu tempat. 
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14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 

penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
15. Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas 

produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan. 

16. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya 
disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada 

jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk 
jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk. 

17. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada 
Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan 
penanaman modal di Daerah. 

18. Kemudahan adalah fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada 
Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan 

peningkatan penanaman dalam rangka mendorong 
peningkatan penanaman modal di Daerah. 

19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 

Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha 
dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 
komitmen. 

20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 

pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha 
dan/atau kegiatannya. 

21. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari 

suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat biaya 
22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 
23. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah 

legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menujang 

kegiatan usaha. 
24. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lainnya adalah 

pelayanan yang bukan merupakan pelayanan perizinan 
berusaha berbasis risiko berupa izin dan/atau rekomendasi, 
surat keterangan dan sejenisnya. 

25. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online 
Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah 

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk 
dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem 
elektronik yang terintegrasi. 

26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang adalah Kesesuaian 
antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana 

Tata Ruang. 
27. Pesetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan 

Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

28. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang 

diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk 
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 

dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar 
teknis Bangunan Gedung. 

29. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah Sertifikat 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan 
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat 

dimanfaatkan. 
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30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan 
realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi 

penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala. 
31. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto 
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau 

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya. 

32. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 

atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau 
terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan 

sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 
33. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan 

Pengawasan terhadap Penanaman Modal yang telah 

mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan 
Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
34. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data 

perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor 
perwakilan. 

35. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan 
Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian 

permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
Penanaman Modal. 

36. Pengawasan   adalah   upaya   atau   kegiatan   yang dilakukan 

guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman 
Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya 

penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman 
Modal, termasuk penggunaan fasilitas. 

37. Sanksi Administratif adalah penerapan perangkat sarana 

hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban 
dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau 
aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau 

pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
Bagian Kesatu 

Tujuan  

 
 Pasal 2 

 
Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain untuk: 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; 

b. menciptakan lapangan kerja; 
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

d. meningkatkan daya saing daerah; 
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; 
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
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g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil 

dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam 
negeri maupun luar negeri; dan 

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Bagian Kedua 

Sasaran 

 
Pasal 3 

 
Sasaran penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi: 
a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif; 

b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal; 
c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; 
d. meningkatkan jumlah Penanam Modal; 

e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal; 
f. tercapainya pelayanan Penanaman Modal yang cepat, 

sederhana, transparan dan terintegrasi; 
g. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan 

perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan 

koperasi; 
h. menjamin kepastian hukum, dan keamanan berusaha bagi 

penanam modal; 
i. mendorong ekonomi kreatif di Daerah; dan 
j. menciptakan pengusaha lokal baru. 

 
BAB III 

KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 4 

 
(1) Daerah berwenang untuk : 

a. memberikan fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal; 
b. pembuatan peta potensi investasi; 
c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal; 

d. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu 
pintu di bidang Penanaman Modal; dan 

e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal. 

 
(2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah 
kebijakan penanaman modal dengan : 
a. menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal untuk 

menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan 
keamanan berusaha bagi pelaksanaan Penanaman Modal 
yang menjadi kewenangannya; 

b. membentuk tim koordinasi lintas sektor dalam rangka 
percepatan pelaksanaan Penanaman Modal dan 

peningkatan investasi. 
 

(3) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meliputi: 
a. perencanaan Penanaman Modal; 

b. promosi Penanaman Modal; 
c. pelayanan Penanaman Modal; dan 
d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;  
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e. pengembangan iklim Penanaman Modal; 

f. data dan sitem informasi Penanaman Modal. 
 

(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Bagian Kedua 
Perencanaan Penanaman Modal 

 
Pasal 5 

 

(1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPM. 

 

(2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, 
strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah. 

 
(3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan: 

a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional; 
b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi; 

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 
d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan 
e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah. 

 
(4) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 
 

Bagian Ketiga 
Promosi Penanaman Modal 

 

Pasal 6 
 

(1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara: 

a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis 
pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan 
promosi Penanaman Modal; 

b. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun 
materi promosi Penanaman Modal; dan 

c. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman 

Modal baik di dalam maupun di luar negeri. 
 

(2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP secara 
mandiri dan/atau bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, Perangkat Daerah, Lembaga Non Pemerintah 
dan/atau Badan Usaha. 

 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan lainnya 
 

Paragraf 1 

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan lainnya 
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Pasal 7 
 

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah 

kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya di Daerah 
kepada kepala Dinas, meliputi : 

a. penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan 
Pelayanan Perizinan dan  Nonperizinan lainnya yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
b. penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan 

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan 
kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan. 

 
(2) Penyelenggaraan pelayanan Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan  Nonperizinan lainnya 

di daerah dilaksanakan oleh Dinas. 
 

Pasal 8 
 

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan 

Perizinan dan  Non Perizinan lainnya di daerah dilaksanakan 
dengan tujuan : 

a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan 
Pelayanan Periziznan dan  Non Perizinan lainnya di Daerah; 

b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan 

Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan  Non 
Perizinan lainnya di Daerah; 

c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan 

Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan lainnya kepada masyarakat; dan 

d. meningkatkan kemudahan kepada masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan lainnya. 

 
Pasal 9 

 
Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan lainnya, Dinas mengembangkan sistem pelayanan 

secara elektronik yang pelaksanaan dan mekanismenya diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

 

Paragraf 2 
Jenis Pelayanan 

 
Pasal 10 

 

(1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan di Daerah terdiri dari : 
a. Perizinan Berusaha; 

b. Pelayanan Perizinan dan  Non Perizinan lainnya. 
 

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari : 
a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, meliputi : 

1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 

2) persetujuan lingkungan; 
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3) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik 

Fungsi; 
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi : 

1) risiko rendah; 
2) risiko menengah rendah; 
3) risiko menengah tinggi, dan 

4) risiko tinggi; 
c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha. 

 
(3) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lainnya  sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 huruf b berbentuk Izin dan/atau 

Persetujuan Pemerintah Daerah.  
 
(4) Penetapan Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b mengacu pada ketentuan tentang Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko. 

 
(5) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sektor : 

a kelautan dan perikanan; 
b pertanian; 

c lingkungan hidup dan kehutanan; 
d energi dan sumber daya mineral; 
e ketenaganukliran; 

f perindustrian; 
g perdagangan; 
h pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

i transportasi; 
j kesehatan, obat dan makanan; 

k pendidikan dan kebudayaan; 
l pariwisata;  
m keagamaan; 

n pos, telekomunikasi, penyiarana, dan sistem dan transaksi 
elektronik; 

o pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi 
elektronik; 

p ketenagakerjaan. 

 
(6) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Perizinan Berusaha Untuk 

Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c mengacu pada ketentuan tentang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 
 

(7) Jenis Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Lainnya serta Tata Cara Penyelenggaraan diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

 

Paragraf 4 
Bidang Usaha Penanaman Modal 

 
Pasal 11 

 

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, 
kecuali bidang usaha:  

a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau  
b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat. 
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(2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Bidang Usaha yang bersifat komersial. 

 
(3) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman 

Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :  

a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana 
Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan  

b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 
11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur 
(KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt 

(KBLI 11031). 
 

Pasal 12 
 

(1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2), terdiri atas:  
a. Bidang usaha prioritas;  

b. Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan 
Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;  

c. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan  

d. Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, 
dan huruf c.  

 

(2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. 

 
(3) Ketentuan mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Bupati. 
 

Paragraf 5 
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal 

 

Pasal 13 
 

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan: 

a. kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan; 
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang 

dijalankannya; 
c. hak pelayanan; dan 
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 14 

 
Setiap Penanam Modal wajib: 

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;  
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;  
c. menyampaikan LKPM;  

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi 
kegiatan usaha Penanaman Modal;  

e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara 
Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  
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f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi 

kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang 

memperkerjakan tenaga kerja asing;  
g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi 

yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi 

perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang 
tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

Pasal 15 
 

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: 

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang 
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan 

kerugian, jika dirinya menghentikan atau meninggalkan atau 

menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan; 

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, dan 
mencegah praktek monopoli; 

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan 

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 
kesejahteraan pekerja. 

 

Pasal 16 
 

(1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan berusaha wajib 
menyampaikan LKPM secara berkala kepada DPMPTSP. 

 

(2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara daring melalui OSS.  

 
(3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, 

termasuk perubahan data yang tercantum dalam OSS sesuai 

dengan periode berjalan.  
 

(4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko 
secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 
(satu) tahun laporan; dan  

b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) 

bulan (triwulan).  
 

(5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak diwajibkan bagi:  
a. Pelaku Usaha mikro; dan  

b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan 
non bank, dan asuransi. 
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 Paragraf 6 

Jenis Pengawasan 
 

Pasal 17 
 

Jenis Pengawasan terdiri dari:  

a. Pengawasan rutin; dan 
b. Pengawasan insidental. 

 
Pasal 18 

 

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a 
dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan 
usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. 

 
Pasal 19 

 
Pengawasan rutin dilakukan melalui:  
a. laporan Pelaku Usaha; dan 

b. inspeksi lapangan. 
 

Pasal 20 
 

(1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan atas laporan yang 
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada kementerian/lembaga, 
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, 

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:  
a. standar pelaksanaan usaha; dan  
b. perkembangan kegiatan usaha. 

 
(2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:  
a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan 

pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan  

b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan 
(corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan 

usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan 
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga 
kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan 

komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
 

Pasal 21 

 
(1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau 
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui 
virtual.  

 
(2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan 
standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;  

b. pengujian; dan/atau  
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c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.  

 
(3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat 

tugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, 
Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, 
dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas.  
 

(4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan 
paling banyak:  
a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi 
usaha; dan 

b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 

(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.  
 

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin 
yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, 
inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan ketentuan :  
a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak 

dilakukan; dan 
b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. 

 
Paragraf 7 

Pengawasan Insedental 

 
Pasal 22 

 
(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, 
Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, 

dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas pada waktu tertentu. 

 

(2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi 
lapangan atau secara virtual. 
 

(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat 

dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya 
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
 

(4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) wajib disampaikan secara benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  

 
(5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilakukan secara : 
a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah; dan/atau 

b. tidak langsung yang disampaikan secara:  
1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah; atau  
2. elektronik melalui OSS atau saluran pengaduan yang 

disediakan. 
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(6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan 
masyarakat secara elektronik melalui OSS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.  
 

(7) Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, 

dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas menindaklanjuti pengaduan masyarakat 

secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga 
lainnya dan/atau Pemerintah Daerah.  

 

(8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat 
tugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, 
Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, 

dan/ atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas. 

 
(9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke OSS oleh 

penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan. 

  
BAB IV 

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 23 

 
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau 

kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, 
kondisi, dan kemampuan Daerah dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan 

berdasarkan prinsip: 
a. kepastian hukum; 
b. kesetaraan; 

c. transparansi; 
d. akuntabilitas; dan 
e. efektif dan efisien. 

 
Bagian Kedua  

Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 
 

Pasal 24 

 
Penanam Modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan 
adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di 

Daerah dan memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:  
a. memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan 

masyarakat; 
b. menyerap banyak tenaga kerja daerah; 
c. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah; 

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik 

regional bruto; 
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 
g. termasuk skala prioritas tinggi daerah; 
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h. termasuk pembangunan infrastruktur; 

i. melakukan alih teknologi; 
j. melakukan industri pionir; 

k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan 
inovasi; 

l. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, 

kecil, menengah atau koperasi; atau 
m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau 

peralatan yang diproduksi di dalam negeri. 
 

Bagian Ketiga 

Bentuk Pemberian Insentif 
 

Pasal 25 

 
Pemberian insentif dapat berbentuk : 

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; 
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; 
c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/ 

atau koperasi di daerah; 
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, 

kecil, dan/ atau koperasi di daerah; dan/ atau 
e. bunga pinjaman rendah. 

 

Pasal 26 
 

Pemberian kemudahan dapat berbentuk: 

a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;  
b. penyediaan sarana dan prasarana; 

c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;  
d. pemberian bantuan teknis;  
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui 

pelayanan terpadu satu pintu; 
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 

g. kemudahan investasi langsung konstruksi;  
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada 

pembangunan Daerah;  
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di 

Daerah; 

j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  

k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau 
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah. 

 
Bagian Keempat 

Evaluasi dan Pelaporan 

 
Pasal 27 

 
Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai 
perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan 

Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun 
sekali. 
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Pasal 28 

 
(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman 

Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan. 
 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 

(satu) tahun sekali. 
 

(3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP. 
 

Pasal 29 

 
(1) Pemberian insentif dan kemudahan harus memperhatikan 

kemampuan keuangan Daerah. 

 
(2) Ketentuan lebih lanjut tata cara dan kriteria pemberian 

insentif dan kemudahan serta pelaporan diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 

BAB V 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
Pasal 30 

 

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan 
Penanaman Modal dengan cara: 

a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif 
dan berdaya saing; 

b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman 
Modal; dan/atau 

c. penyampaian informasi potensi Daerah. 

 
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk: 
a. mewujudkan keberlanjutan Penanaman Modal; 
b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan 

perundang-undangan; 
c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat 

Penanaman Modal; dan 

d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan 
Penanam Modal. 

 
(3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPMPTSP 

memfasilitasi peran serta masyarakat. 
 

Pasal 31 

 
(1) Penanam Modal yang memenuhi bidang usaha yang 

memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat 
kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk 
kerjasama antara usaha mikro, kecil, menegah dan koperasi. 

 
(2) Penanam Modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan 

usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi diharuskan 
menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan.  
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(3) Perencanaan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin 
usaha. 

 
Pasal 32 

 

Penanam Modal yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib berpartisipasi 

dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. 

 

Pasal 33 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang usaha yang 

dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan 
koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar 

dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, 
menengah dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

 
(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan 

usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemitraan usaha, 
peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan 
perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-

luasnya. 
 

BAB VI 

PENYELESAIAN SENGKETA 
 

Pasal 34 
 

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara 

Pemerintah dengan Penanam Modal, para pihak terlebih 
dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah 

dan mufakat. 
 
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat 
dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian 
sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara 
Pemerintah dengan Penanam Modal dalam negeri, para pihak 
dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase 

berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian 
sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.  

 
(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara 

Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan 
menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase 
internasional yang harus disepakati oleh para pihak. 
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BAB VII 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 35 
 

(1) DPMPTSP dan/atau Dinas terkait sesuai dengan 

kewenangannya, mengenakan Sanksi Administratif kepada 
Penanam Modal yang : 

a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14; 

b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15; 

c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1); dan/atau 

d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (1). 

 

(2) Sanksi Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dengan cara: 

a. peringatan tertulis;  

b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;  

c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau  

d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan 

Usaha. 

 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:  

a. pelanggaran ringan;  

b. pelanggaran sedang; atau  

c. pelanggaran berat. 

 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Sanksi Administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Bupati. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 36 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Penanaman Modal harus menyesuaikan dengan Peraturan 

Daerah ini; dan 

b. Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang sudah ada 

sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan 

habis waktu Perizinan dan non perizinan. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 37 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 29 Desember 2021 

 

BUPATI  LUMAJANG, 
 

ttd. 
 

H. THORIQUL HAQ, M.ML. 

Diundangkan di Lumajang 
pada tanggal 29 Desember 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG, 

 
ttd. 

 

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 
NIP. 19690507 198903 1 004 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 10 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 

305-10/2021. 
 

PARAF KOORDINASI 

Jabatan Paraf Tanggal 

Sekretaris Daerah   

Asisten   

Plt. Kepala DPMPTSP   

Plt. Kabag. Hukum   
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PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PENANAMAN MODAL 

 

I. UMUM 
 

Penanaman Modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian daerah antara lain meningkatkan pendapatan 
masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, 

meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional 
Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. 

 

Adanya peningkatan Penanaman Modal diharapkan akan memacu 
pertumbuhan perekonomian nasional. Peningkatan penanaman modal tersebut 

dapat terjadi apabila usaha pemerintah pusat dibantu oleh instansi yang terkait 
dengan Penanaman Modal, instansi tersebut haruslah bekerja dengan baik 
dalam melaksanakan tugasnya selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap 

Penanaman Modal tersebut. Kinerja dari instansi ini sangat mempengaruhi 
kondisi penanaman modal, karena dengan hasil kerja yang baik tentunya akan 
membantu mendorong peningkatan Penanaman Modal tersebut. 

 
Pemerintah memiliki keterbatasan terkait anggaran dan anggaran tersebut 

harus dibagi untuk beberapa sektor. Permasalahan timbul ketika kebutuhan 
masyarakat terhadap fasilitas publik tidak berbanding lurus dengan jumlah 
anggaran yang tersedia. Penanaman modal merupakan salah satu alternatif 

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yakni dengan melibatkan pihak 
lain (baik pihak dalam negeri maupun pihak asing).  

 
Berdasarkan hal di atas, kerjasama pemerintah dengan Penanaman Modal 

baik oleh Penanam Modal Asing maupun Penanam Modal Dalam Negeri dalam 

melakukan pembangunan merupakan kebutuhan semua negara termasuk 
negara maju sekalipun. Arti penting penanaman modal terhadap pembangunan 
tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan dari hulu 

ke hilir yang mengakomodir aktivitas Penanaman Modal, sehingga kegiatan 
Penanaman Modal dapat berjalan dengan dengan baik namun tetap dengan 

batasan-batasan tertentu. Diaturnya peraturan perundang-undangan terkait 
Penanaman Modal akan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat (public 
interest) namun tetap memperhatikan kepentingan penanam modal (bussines 
interest), begitupun sebaliknya. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 

Daerah, DPMPTSP menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan 
Pemerintahan di bidang Penanaman Modal, tidak merumpun atau 
dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah lainnya. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Laporan terkait penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi 
kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dilakukan 

apabila Pelaku Usaha mempekerjakan tenaga kerja asing. 
Pasal 21 

Cukup jelas. 
Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang 

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap 
kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau 

Pemberian Kemudahan investasi.  
Huruf b 

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang 
sama terhadap lnvestor tanpa memihak dan menguntungkan 
satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan 
informasi dalam pemberian insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk 
pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau 
Pemberian Kemudahan investasi. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah 

pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang 
berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan 
publik. 

Pasal 24   
Cukup jelas. 

Pasal 25 

Huruf a 
Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara 

lain berupa:  
a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;  

b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam 
hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya; 

c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan  

d. pembayaran bertahap pajak daerah. 

Huruf b 
Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara 
lain berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung rumah umum 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
Huruf c 

Cukup Jelas. 
Huruf d 

Cukup Jelas. 

Huruf e 
Cukup Jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 
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Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
Pasal 37 

Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 138 

 
 
  


